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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpuan

1. Pelaksanaan perjanjian kerja pembangunan gedung Pondok Pesantren
Muallimin Muhammadiyah Narmada, tata cara pelaksanaan perjanjian
antara Badan Pelaksana Pembangunan dan  pekerja  memenubhi
persyaratan umum, yaitu syarat sahnya perjanjian kerja. perjanjian, aku di
sini. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, dalam kondisi khusus yang
ditentukan oleh para pihak dalam kontrak antara panitia konstruksi dan
pekerja melalui kontrak kerja sama, setelah berakhirnya kontrak kerja
sama, panitia pelaksana pembangunan harus Menyarankan persyaratan
Anda. Diisi oleh pekerja panitia pelaksana seperti bahan bangunan terpilih
dan survey kelulusan/lulus untuk mendapatkan bahan bangunan terbaik.

2. Bentuk kesepakatan dalam hal gagal melaksanakan kontrak kerja untuk
pembangunan gedung Pondok Pesantren Mu'allimin  Muhammadiyah
Narmada, karena kedua belah pihak lebih memilih untuk menyelesaikan
masalah melalui konseling atau cara keluarga, tidak melanjutkan
perjanjian Oleh karena itu, hubungan antara panitia pelaksana
pembangunan dan pekerja sudah baik.

B. Saran
1. Pelaksanaan kerjasama memerlukan koordinasi yang cukup antara panitia

pelaksana pembangunan dengan pekerja. Dengan koordinasi yang baik,
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pelaksanaan proyek konstruksi dapat dilakukan secara efisien, efektif dan
terencana.

. Masing-masing pihak dalam kontrak harus melaksanakan isi kontrak
dengan integritas dan tanggung jawab penuh jika syarat sahnya kontrak

terpenuhi.
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